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PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri
Sarolangun untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja.
Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajeman
Pengadilan Negeri Sarolangun.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan
secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan

perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Kinerja ini.

Sarolangun, 25 Febedari 2026
Pereviu | Pereviully _~~

v

NOVARINA MANURUNG, SH HENDRA SIAHAAN, SH




KATAPENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan
rahmat-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri
Sarolangun tahun 2025 ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja
Pengadilan Negeri Sarolangun selama tahun 2025 dan merupakan sarana untuk
melakukan evaluasi secara mandiri atas capaian kinerja Pengadilan Negeri
Sarolangun yang telah berhasil maupun yang belum berhasil dicapai.

Dalam LKjIP ini diuraikan perencanaan Kkinerja Pengadilan Negeri
Sarolangun beserta analisis capaiannya selama tahun 2025. Secara umum target
kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun telah berhasil dicapai dengan baik,
meskipun masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum dapat tercapai.
Dan ini akan digunakan sebagai bahan dalam merumuskan perencanaan, kebijakan
dan langkah-langkah perbaikan untuk tahun berikutnya.

Kami berharap agar LKjIP ini dapat bermanfaat sebagai umpan balik bagi
seluruh pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun dalam meningkatkan
kinerja di masa yang akan datang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

masing-masing.

Sarolangun, 25 Februari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun

ey

Neovarina Manurung



RINGKASAN EKSEKUTIF

Kewajiban instansi pemerintah untuk berakuntabilitas kinerja secara intemal telah
diamanatkan dalam inpres no. 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
(AKip). Karakteristik penting dalam konsep Good Governance adalah akuntabilitas. Ide dasar
akuntabilitas adalah kemampuan seseorang atau organisasi atau penerima amanat untuk
memberikan jawaban kepada pihak yang memberikan amanat atau mandat tersebut. Secara
umum organisasi atau institusi harus akuntabel dengan keputusan atau aktivitas yang mereka
lakukan. Dalam konsep ini pengelolaan suatu organisasi tidak hanya berhenti sampai pada proses
perencanaan namun dilanjutkan sampai pada tingkat operasi pengawasan, serta pengukuran
kinerja.

Pada lingkungan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sarolangun, Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) ini menyajikan capaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sarolangun
selama satu tahun yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun suatu laporan akuntabilitas,
namun disamping memenuhi kewajiban tersebut Laporan ini juga merupakan kebutuhan
Pengadilan Negeri Sarolangun dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka
peningkatan Kinerja organisasi secara menyeluruh.

Indikator kinerja utama sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok badan peradilan
tingkat pertama digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja instansi. Hasil yang dicapai dari
pengukuran tersebut merupakan representasi dari akuntabilitas kinerja instansi Pengadilan
Negeri Sarolangun. Dalam laporan kinerja ini ditunjukkan adanya proses perencanaan, pelaksanaan
kinerja yang didukung kebijakan dari pimpinan, serta pengukuran hasil kinerja. Dukungan tidak
hanya berupa kebijakan akan tetapi dukungan dana dari APBN dalam bentuk alokasi DIPA yang
diperuntukkan dalam rangka penyelesaian perkara pidana, maupun untuk operasional dan
pemeliharaan kantor. Oleh karena itu dalam laporan ini juga disampaikan hasil pelaksanaan
anggaran DIPA dalam bentuk persentase realisasi DIPA sebagai bentuk akuntabilitas kinerja
anggaran.

Laporan ini menyajikan perbandingan antara sasaran-sasaran yang ditargetkan
diperbandingkan dengan hasil kerja/ realisasi yang diukur pada akhir tahun sehingga secara
keseluruhan terlihat kinerja yang telah dicapai Pengadilan Negeri Sarolangun.
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1 | Terwujudnya |a. Persentasepenyelesaian

peradilan perkara secara tepat

yang efektif, waktu

transparan,

akuntabel, b. Persentase

responsive, penyediaan/

dan modern Pengjriman Salinan
putusan tepatwakiu 100% 100% 100%
oleh pengadilan
tingkat Pertama
kepada para pihak

¢.  Persentase Pengiriman
Pemberitahuan petikan/
amar putusan tingkat
banding kasasi dan PK 100% 100% 100%
secaratepatwaktu oleh
pengadilan pengaju
kepada para pihak

d. Persentase pengiriman
saiiljnanpumsanpedm
g{;’n‘gﬁm 100% 100% 100%
oleh pengadilan pengaju
kepaca parappihak

e. Persentase putusan
pengadilan yang
ik 100% 100% 100%
direktori putusan

f. Persentase
penyelesaian
permohonan 50% 50% 100%
eksekusi putusan
perdata

g. Persentase perkara
yang berhasil
diselesaikan melalui 29% 30% 102%
pendekatan
keadilan restoratif

h. Persentase perkara
yang berhasil
diselesaikan melalui
mediasi

i.  Persentase perkara
anak yang berhasil
diselesaikan melalui
diversi

j.  Persentase perkara
perdata tingkat
Pertama yang 100% 100% 100%
menggunakan e-
Court

k. Persentase perkara
pidana yang
dilimpahkan secara
elektronik (e-

95% 99% 104%

6% 6% 101%

65% 67% 103%

100% 100% 100%
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Berpadu)

. Persentase layanan
perkara pidana yang
diajukan secara 100% 100% 100%
elektronik (e-
Berpadu)

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1 101%

2 | Meningkatn a. Indeks kepuasan

yatingkat pengguna layanan

keyakinan pengadilan

dan berdasarkan standar

kepercayaan layanan yang

publik ditetapkan

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis [l 102%

3 | Terwujudnya |a. Indeksprofesionalitas

manajemen aparatursipil negara ([P 82

peradilan ASN) satuan kerja

yang pengadilan
transparan b.  Nilaiindicator kinerja
dan pelaksanaan anggaran
profesional (IKPA) satuan ketja
pengadilan DIPA 01

c.  Nilaiindicatorkinerja
pelaksanaan anggaran 95
(IKPA) satuan kerja
pengadilan DIPA 03

¢.  Nilaikinerja
perencanaan 95 100 105%
anggaran DIPAO1

d. Nilaikinerja
perencanaan 85 85 100%
anggaran DIPA 03

d.  Nilaiindicator
pengelolaan asset 3 3 100%
(IPA) satuan kerja v
pengadilan

Rata-rata capaian kmena pada Sasamn Stramgls i 102%

3,9 3,97 102%

82 100%

95 97 102%

97 102%

Anggaran untuk mendukung pelalc;anaanmgas dan fungsi PengadﬂanNegen Samlanglm tahun
2025 berasal dari DIPA, Pengadilan Negeri Sarolangun memiliki 2 DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran) yakni DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI) dengan Nomor
DIPA : SP DIPA-
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005.01.477374/2025 dengan Pagu sebesar Rp. 5165940000 dan DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum) dengan Nomor DIPA : SP DIPA- 005.03.2.477375/2025 dengan PAGU sebesar RP.
130.812.000,-

Adapun pencapaian kinerja input/penyerapan anggaran Pengadilan Negeri Sarolangun sebagai berikut.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIPA 01

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2025 adalah berupa pendapatan Negara bukan pajak :
BUA PNBP Rp 18255.650 Realisasi belanja Negara pada TA 2025 adalah sebesar Rp 5.075.566.423
atau mencapai 98,25 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 5.165.940.000

2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIPA 03

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2025 adalah berupa pendapatan Negara bukan pajak :
BADILUM Rp 7.807.500 Realisasi belanja Negara pada TA 2025 adalah sebesar Rp. 125.901.538 atau
mencapai 96,25 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 130.812.000. Melalui LKJIP Pengadilan Negeri
Sarolangun Tahun 2025 ini dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan dan sasaran untuk tahun
selanjutnya sesuai dengan tujuan RENSTRA Pengadilan Negeri SarolangunTahun 2025-2029.

Berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi dengan cara
menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu, mengalokasikan dana untuk kegiatan yang
prioritas merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat.

Dengan demikian secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Pengadilan Negeri
SarolangunTahun 2025 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut
masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKJIP) adalah salah satu
rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk
manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran.
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LK]IP), selain sebagai bahan evaluasi dari
rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan
dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk
menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai
dengan kebutuhan.

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil
amandemen) menyatakan bahwa: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah
Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara,
dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan diamandemennya Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal
24, telah membawa perubahan penting karena harus diikuti dengan perlunya penyesuaian di
tingkat peraturan perundang-undangan, seperti lahirya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004,
tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang merubah Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1985, dan selanjutnya telah pula dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
20009.

Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman
menyatakan: “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan
sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-
undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Ketentuan ini
mendorong lahimya apa yang dinamakan dengan sistem peradilan satu atap (one roof system).
Sebagai realisasi dari ketentuan tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Sebagai lembaga peradilan (yudikatif), yang peranannya dalam sistem ketatanegaraan
Negara Republik Indonesia, tidak terlepas dari peranan lembaga pemerintah (eksekutif),
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Pengadilan Negeri Sarolangun merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang berada di
bawah kekuasaan Mahkamah Agung yang memiliki tanggungjawab melaksanakan tugas
dan fungsi peradilan dengan sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan,
menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga.
Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan
Negeri Sarolangun selama dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses
pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja
yang dicapainya.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, menyatakan bahwa asas-asas umum
penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas,
asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan pemerintahan yang baik (good governance) diperlukan
prinsip-prinsip partisipasi, penegakkan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan
kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian
prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang
aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin
akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/Pemerintah.

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja (LKJIP) Pengadilan Negeri Sarolangun
merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada
Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 16292/SEK/OT1.6/11/2025 tanggal 25
November 2025 dan sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta diktum
ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinetja
mulai dari pengadilan tingkat pertama ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator
kinerja utama masing-masing,

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Kedudukan
Pengadilan Negeri Sarolangun merupakan lembaga peradilan tingkat pertama di

Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berada di bawah
Wilayah Peradilan pada Pengadilan Tinggi Jambi yang mencakup wilayah pada Kabupaten

Sarolangun.
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Tugas

Pengadilan Negeri Sarolangun sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi
kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam wilayah hukum Kabupaten Sarolangun Provinsi
Jambi, mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara
yang diajukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman, dan telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, serta
diperbaiki kembali melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman. Justifikasi tersebut juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

Fungsi
Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Sarolangun antara lain:

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan
menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat
pertama.

2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk
kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis
yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi perencanaan/ teknologi
informasi, umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas
dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita
Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan
sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta
pembangunan.

4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada
instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.

5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan
persidangan), dan administrasi umum (perencanaan/ teknologi informasi/pelaporan,
kepegawaian /organisasi/ tatalaksanan ,dan keuangan / umum/perlengakapan).

6. Fungsi Lainnya, antara lain melaksanakan Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan
riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat
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dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang

Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua

Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi

di Pengadilan.

Pengadilan Negeri Sarolangun mempunyai peran mendukung tugas dan fungsi yang
berkaitan dengan tuntutan masyarakat akan kemandirian hukum dan keadilan, penegakan

supremasi hukum, proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan

C STRUKTUR ORGANISASI
Bentuk organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam berbagai peraturan perundang-
undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung serta Perma No. 7

Tahun 2016.

Struktur, tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sarolangunyakni:

1. Ketua, membina, mengkoordinir dan memimpin penyelenggaraan tugas bidang teknis dan
administrasi pengadilan (administrasi perkara dan kesekretariatan).

2. Wakil Ketua, melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas
yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.

3. Majelis Hakim, menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang
diberikan padanya. Kemudian dalam hal Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan
tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggung jawab
atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatanganinya,
mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang
sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang
hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya.

4. Panitera, menyelenggarakan di bidang teknis peradilan (administrasi perkara) dan tugas lain
berdasarkan peraturan yang berlaku.

5. Panitera Muda Perdata, membantu panitera dalam menyelenggarakan segala urusan
keperdataan, mulai dari menerima gugatan, permohonan, banding, kasas, peninjauan kembali,
eksekusi dan somasi serta tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku.
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10.

11

12.

13.

Panitera Muda Pidana, membantu panitera dalam menyelenggarakan segala urusan yang
berkaitan dengan perkara pidana , banding kasasi dan peninjauan kembali, dan grasi serta
tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku.

Panitera Muda Hukum, membantu panitera melakukan urusan data perkara, statistik dan
membuat laporan perkara.

Panitera Pengganti, membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang
pengadilan, bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat
penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis
penahanannya, mengetik putusan. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda
Pidana/Perdata bila telah selesai dimutasi.

Juru Sita, melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua, Hakim dan Panitera,
dalam hal tugas menyampaikan hal-hal yang berkenan dengan perkara yang sedang
disidangkan. Baik itu menyampaikan relas panggilan sidang, dan lain-lain.

Sekretaris, menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran,
pelaksanaan urusan kepegawaian, pelaksanaan urusan keuangan, menyiapkan bahan
pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan pengelolaan teknologi
informasi dan statistik, pelaksanaan urusan surat menyurat, arsif, perlengkapan, rumah tangga,
keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan, penyiapan bahan
pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta laporan dilingkungan
kesekretariatan.

Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Melaksanakan penyiapan
bahan pelaksanaan perencanaan, program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan
statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta laporan

Kasubag Keuangan dan Umum, melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat
menyurat, arsif, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat
dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

Kasubag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, melaksanakan penyiapan bahan
pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laklsana.

Berikut adalah struktur organisasi Pengadilan Negeri Sarolangunberdasarkan PERMA No. 7
Tahun 2015.
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D. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Pada dasarnya LKJIP ini digunakan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja
Pengadilan Negeri Sarolangun. Bentuk sajian (outline) LKJIP sebagaimana diatur dalam
Lampiran [V Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi nomor 53 tahun 2014, adalah sebagai berikut:
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)
1. Bab I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis
organisasi, penjabaran tugas, fungsi dan wewenang Mahkamah Agung,
2. Bab Il Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai rencana strategis dan perjanjian kinerja
Mahkamah Agung.
Perjanjian kinerja tahun 2025 sebelum terjadi revisi disertai dengan capaian
kinerja akumulasi hingga September Tahun 2025.
Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
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3. Bab III Akuntabilitas Kinerja
i. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja
sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
il. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan
untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
4. Bab IV Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta Langkah di masa
mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

E. IsuStrategis

Isu strategis lembaga peradilan pada umumnya dan Pengadilan Negeri Sarolangun pada
khususnya terutama adalah terkait dengan tugas pokok dan fungsi pengadilan, yaitu kurang
optimalnya manajemen peradilan umum. Kepercayaan Masyarakat masih kurang terhadap
sistem peradilan, diantaranya masih belum optimalnya jangka waktu penyelesaian perkara,
ketidakpuasan atas putusan peradilan sehingga menimbulkan banyaknya upaya hukum,
dan indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan.

Meningkatkan efektifitas pengelolaan perkara juga menjadi isu utama dalam
pelaksanaan manajemen peradilan. Untuk menuju peradilan yang modern, pemanfaatan
teknologi informasi dapat menjadi tolok ukur dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaan
perkara. Kemudian, masih rendahnya capaian perkara mediasi berhasil menjadi akta perdamaian.
Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh
kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dengan demikian mediasi ini
merupakan upaya untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan perkara karena masyarakat
tidak perlu lagi menjalani proses persidangan yang memakan banyak waktu dan biaya.

Keterjangkauan pengadilan bagi masyarakat miskin juga menjadi isu dalam rangka
memperluas akses peradilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Adanya program Posbakum dan
Prodeo yang didukung adanya anggaran dari APBN merupakan wujud dari Upaya meningkatkan
aksesibilitas pengadilan.

Adanya tunggakan perkara eksekusi belum dilaksanakan/dalam proses di pengadilan juga
menjadi isu yang menjadi perhatian pimpinan Pengadilan Negeri Sarolangun dan juga
Pimpinan Mahkamah Agung Pelaksanaan eksekusi menjadi indikator tingkat kepatuhan
terhadap putusan pengadilan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) 2025



Dalam rangka pengukuran kinerja peradilan terutama di lingkungan Pengadilan Negeri
Sarolangun, berikut merupakan potensi dan permasalahan yang dimiliki dan dihadapi
Pengadilan Negeri Sarolangun:

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Sarolangun mencakup hal-hal yang memang sudah diatur

dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan

kemudian, diantaranya adalah mencakup kewenangan yang dimiliki oleh lembaga

peradilan. Kekuatan- kekuatan tersebut mencakup:

1. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan Kkarir (promosi dan mutasi)
pegawai Pengadilan Negeri Sarolangun;

2. Adanya undang-undang/Keppres yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri selaku
salah satu bagian dari kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum
mempunyai tugas dan kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara
pidana dan perkara perdata di tingkat pertama sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 8
Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang peradilan Umum
yaitu pada pasal 50;

3. Pengadilan juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang
hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta. Hal ini juga diatur dalam
UU nomor 8 Tahun 2004 pasal 52 ayat (1) dan ayat (2);

4. Memberikan pelayanan di bidang hukum kepada elemen-elemen masyarakat

yang membutuhkan, termasuk pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan

terpinggirkan yang berperkara. Juga memberikan pelayanan kepada mahasiswa yang ingin
mengadakan penelitian atau studi di pengadilan dengan ijin dari ketua pengadilan. Dengan
demikian pengadilan negeri khususnya juga akan memberikan kontribusi positif kepada dunia

Pendidikan

Adanya Standar Operasional Prosedur

Adanya tunjangan kinerja pegawai

Adanya sistem Pengawasan Internal

Predikat Utama untuk Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH);

Pemanfaatan Teknologi Informasi

© o N o ¢!

B. Kelemahan (Weakness)
Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Sarolangun dirinci dalam
beberapa aspek:

Laporan Akuniabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) 2025



1. Aspek Proses Peradilan
e Tingkat keberhasilan mediasi masih rendah. Mediasi sebagai salah satu Upaya penyelesaian
perkara yang sederhana cepat dan berbiaya ringan sudah menjadi agenda pokok dalam
persidangan perkara perdata, namun tingkat keberhasilan masih sedikit. Diperlukan
kesadaran dari masyarakat sendiri maupun kecakapan seorang mediator;
e Kurangnya kepatuhan masyarakat atas putusan pengadilan (eksekusi), yaitu masih adanya
permohonan eksekusi, dan tindak lanjut atas pemohonan eksekusi.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
e Seiring dengan semakin bertambahnya perkara dan semakin kompleksnya kegiatan
keseketariatan pada Pengadilan Negeri Sarolangun sementara sumber daya yang ada
tidak cukup memadai untuk mengakomodasi kegiatan-kegiatan tersebut sehingga
diperlukan penambahan SDM yang berkompeten atau diadakannya bimbingan
teknis untuk meningkatkan kualitas.
e Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja
yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Sarolangun.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
e Sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi belum sepenuhnya
dimanfaatkan oleh masyarakat.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
e Penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perkara sedangkan kecakapan
sumber daya manusia berbeda-beda menyebabkan terjadinya kemungkinan kesalahan
pencatatan karena human error, kesalahan system, ataupun system aplikasi yang tidak
mendukung(tidak mengakomodasi peristiwa).
5. Aspek Sarana dan Prasarana
e Kondisi sarana prasana memang sudah saatmya untuk diperbarui namun saat ini kondisi
tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Pengadilan Negeri Sarolangun
untuk mengoptimalkan sarana yang ada untuk memberikan pelayanan yang
maksimal untuk masyarakat.

C. Peluang (Opportunities)
Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Sarolangun untuk
melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:
1. Aspek Proses Peradilan
e Dukungan teknologi informasi peradilan, yaitu aplikasi yang terkait dengan penyelesaian
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perkara seperti SIPP, MIS, Direktori Putusan, e-court, eBerpadu, akan sangat membantu
dalam hal kecepatan penyelesaian perkara. Aplikasi ini masih terus akan dikembangkan
menyesuaikan dengan kebutuhan dalam proses peradilan;

» Kebijakan-kebijakan baru dan penyempumaan kebijakan dari Mahkamah Agung terkait
penyelesaian perkara untuk meningkatkan kuaitas pelayanan peradilan.

e Adanya website Pengadilan Negeri Sarolangun yang juga tersinkron dengan Sistem
Informasi  Penelusuran Perkara (SIPP) sehingga dapat memberikan berbagai
informasi kepada masyarakat tentang informasi terkait proses berperkara,
maupun keadaan/profil Pengadilan Negeri Sarolangun

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

¢ Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja;

e Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri
Sarolangun maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya
manusia

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
e Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal
maupun eksternal dari tim pengawas Pengadilan Tinggi Jambi;
e Pembinaan/briefing yang dilakukan oleh tim pengawas Pengadilan Tinggi Jambi.

e Assesmen dari Tim Penjaminan Mutu Pengadilan dari Pengadilan Tinggi Jambi.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
e Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Tinggi
Jambi;
¢ Adanya aplikasi manajemen perkara dan aplikasi lain yang berbasis teknologi informasi
dapat membantu ketertiban dalam administrasi;
5. Aspek Sarana dan Prasarana
e Dukungan dari Mahkamah Agung dengan diberikannya sarana Alat Pengolah Data
pendukung teknologi informasi.

¢ Tersedianya sarana perangkat Teknologi Informasi server dan jaringan.

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)
Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Sarolangun yang akan dihadapi dan
harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang
diharapkan.
1. Aspek Proses Peradilan
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e Semakin banyak dan kompleksnya perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Sarolangun

e Penyederhanaan proses peradilan dengan tidak meninggalkan kaidah-kaidah pokoknya
perlu dilakukan untuk mengimbangi kompleksitas dan banyaknya perkara yang harus
diselesaikan.

Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

e Masih terbatas/minimalnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang
yang dibutuhkan

Aspek Pengawasan dan Pembinaan

e Sistem pengaduan masyarakat berbasis tekonologi informasi yang memungkinkan
pengaduan disampaikan secara online dari mana saja dan kapan saja menjadi tantangan
tersendiri untuk selalu menjaga kompetensi dan integritas aparatur peradilan.

Aspek Tertib administrasidan manajemenperadilan

e Semakin ketatnya pengawasan terhadap tertib administrasi peradilan sehingga perlu
manajemen yang baik dalam meningkatkan ketertiban tersebut.

Aspek Sarana dan Prasarana
e Anggaranyangdiberikan untuk pengadaan saranadan prasaranaterbatas sehinggabelum
dapat mencakup kebutuhan.
e Menggunakan sarana dan prasarana yang ada untuk memberikan pelayanan secara

maksimal.
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BAB 11
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan alat atau cara-cara untuk menyelaraskan antara visimisi,
potensi, peluang dan kendala dalam rangka untuk akuntabilitas kinerja. Dalam renstra ini berisi
visi misi tujuan sasaran serta program/kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut.

Program jangka menengah lima tahunan Mahkamah Agung sejak 2020-2024 telah
mencapai tahun terakhir. Mahkamah Agung melakukan evaluasi dan perbaikan dalam rangka
mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam cetak biru pembaruan peradilan. Sebagai
hasil dari evaluasi tersebut mahkamah agung melakukan perubahan dengan adanya
SK SEKMA Nomor: 27101/SEK/SKRA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja
Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang
diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi organisasi /lembaga,
sedangkan misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang

ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Visi Mahkamah Agung :
“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”

Misi Mahkamah Agung :

1.  Menjaga kemandirian badan peradilan

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

3. Menjaga kualitas kepemimpinan badan peradilan

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan
Visi dan misi baru yang ditetapkan tanggal 10 september 2009 ini menetapkan target
pencapaian misi dari tahun 2010 hingga tahun 2035.
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Sebagai instansi vertikal dari Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Sarolangun
menyesuaikan visi dan misi yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.
VISl
Visi Pengadilan Negeri Sarolangun mengacu pada Visi Mahkamah Agung Rl adalah sebagai berikut

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGER| SAROLANGUN YANG AGUNG*

MISI
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang
ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan
Negeri Sarolangun mengacu kepada Misi Mahkamah agung RI, yakni sebagai berikut :
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Sarolangun.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Sarolangun.

Atas dasar visi dan misi tersebut di atas maka Mahkamah Agung telah mencanangkan

Reformasi Birokrasi dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Tahun 2010 - 2035.

Ada 10 Karakter untuk mencapai Badan Peradilan Yang Agung yaitu :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif.

2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan
secara proporsional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.

4. Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya
ringan, proporsional, dan adil.

5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang
aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.

6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria
obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan profesional.

7. Didukung pengawasan perilaku, administrasi, dan keuangan yang efektif.
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8  Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.

10. Berbasis teknologi informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern.

Dalam pelaksanan Reformasi Birokrasi tersebut, program prioritas
Pembaharuan dilingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun yang telah diaplikasikan dalam

pelaksanaan tugas sehari-hari di Pengadilan Negeri Sarolangun, antara lain :

1. Terwujudnya peradilan yang efektif, ransparan, akuntabel, responsive, dan modern,

yang indikator sasarannya adalah :

a

b.

Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu

Persentase penyediaan/ Pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat
Pertama kepada para pihak

Persentase Pengiriman Pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding kasasi dan PK
secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Persentase Pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat
waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata

Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan
restorative

Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi
Persentase perkara perdata tingkat Pertama yang menggunakan e-Court
Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)

Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)

Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik yang indikator

sasarannya adalah :

4.

Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional, yang

indikator sasarannya adalah :

a
b.

C

Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan

Nilai kinerja perencanaan anggaran
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d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan

Tujuan

Dalam rangka mencapai visi misi yang telah ditetapkan tersebut, Pengadilan Negeri

Sarolangun perlu untuk menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima

tahun dengan mengacu pada visi dan misi diatas.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Pengadilan Negeri Sarolangun adalah:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses
pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara, dan berkeadilan.

2. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profe sional.

Sasaran

Untuk lebih mengarahkan tujuan yang telah ditentukan tersebut, disusun sasaran- sasaran
yang akan dibidik dalam menentukan arah kebijakan yang akan diambil dalam
menentukan dan melaksanakan perencanaan kinerja peradilan di lingkungan Pengadilan
Negeri Sarolangun.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Sarolangun adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, akuntabel, responsif, dan modern
2. Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik

3. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional

Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan perubahan ke arah pembaruan sebagaimana tercantum dalam cetak
biru tersebut Pengadilan Negeri Sarolangun selalu berupaya untuk mengikuti arahan- arahan
yang telah ditetapkan untuk melakukan perubahan. Beberapa hal yang menjadi perhatian
dalam menentukan arah kebijakan sebagai wujud dari rencana strategis pada Pengadilan
Negeri Sarolangunadalah :

* Meningkatkan kualitas manajemen dan pelaksanaan tugas teknis peradilan, diantaranya

meliputi akselerasi penyelesaian perkara dan administrasi, kedisiplinan dalam hal
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